
 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 000.7/137 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR DATA KOTA SEMARANG TAHUN 2025 

 

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang   :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, 

Instansi Daerah melaksanakan perencanaan data berupa 

penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun 

selanjutnya; 

     b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka 

perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang 

Penetapan Daftar Data Kota Semarang Tahun 2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lemabaran, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097); 

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112); 

9. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Semarang Nomor 158); 

 



 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik (Berita Negara epublik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1573); 

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia 

(Berita Negara epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 

16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaran Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25); 

17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 

2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 

60); 

18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 35); 

19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 

Nomor 63); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

KESATU : Daftar Data Kota Semarang Tahun 2025, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 



KEDUA : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

didasarkan pada: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

b. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci/Perjanjian 

Kinerja Perangkat Daerah; 

c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 

d. Indikator Kinerja Perangkat Daerah; 

e. Indikator e-Walidata dan e-Database; 

f. Indikator Kinerja Daerah; 

g. Indikator Pengarusutamaan Gender; dan 

h. Indikator Standar Pelayanan Minimal. 

 

KETIGA : Daftar Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikumpulkan 

di tahun 2026 dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan 

dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia Tingkat Kota Semarang. 

 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Semarang Tahun Anggaran 2025. 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

 

 Ditetapkan di Semarang 

 pada tanggal 10 Februari 2025 

 

      WALI KOTA SEMARANG, 

 

ttd 

 

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU  

 

SALINAN disampaikan kepada Yth : 

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 

3. Inspektur Kota Semarang; 

4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang; 

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Semarang; 

7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; 

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 

9. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

10.  Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.  

  


